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Rembang, 9S`Januaii 2023

Kepada:
Yth.  Sebagaimana terlampir

RBMBANG

SURAT  BDARAN

Nomor 800/C)22¢ /2023

TENTANG

TATA  CARA  DAN  pRoSBr)uR  PEMBENTUKAN  PERATURAN  BupATr

Dcngan    t.e]ah    diundangkarm}a    undang-Unclang    Nomor    13    Tahun    2022
li^nldng  Perubalian  Kedua  atas  Undarig  Undang  Nomor  12  Tahun  2011   tentang
Pemt]entukan    Peraturan    Peruiidang~Unclangan   dan    Peraturan   Mente]i   Dak`m
Negei.i  Nomor  120  Tahun  20] 8  ti`ritaJlg  Pc`rubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalar}i
Negeri   Nomor   80  Tahun   2015   tentang   Pembent.ukan   Produk   Hukum   Daerah,
.yang  salah   satu   pasalnya  mengatilr  tentang  pengharmonisasian,   pembulatan,
dan     pemantapan     konsepsi     dan     l`asilitasi     Rancangan     Peralui.an     Bupali.
I'embentukan  Peraturan  Bupati dilakukan dengan  prosedur sebagai  berikut:
1.    Kepala  Pera]igkat  Daei`ah  men} usun  rencana pembentukan  Peraturan  Bupati

yang   ditetapkan   dengan   Keputusan   Bupati   (sudah   dilaksanakan   melalui
Keputusan  Bupati   Nomor   188.4/0001/2023  tentang  Program   Pembentukan
Peraturan Bupati Tahun 2023.

2.    Kepala   Perangkat   Daerah   Pemprakarsa   menyusun   Rancangan   Pe].atul.an
Bupati.

3.    Kepala    Perangkat    Daerah    menyampaikan    naskah    Rancangan    Peraturan
Bupati, kepada  Kepala  Bagian  llukum }Jang (lilengkapi dengan:
a. rujukan dasar hukum tiap pasal; dan
b. keterangan  atau  perijelasaii.

4.    Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah:
a. melakukan fasilitasi pernbahasan  Rancangan  Perat.uran Bupati;
lt.melakukan      harTrionisasi,      pembulatan.      dan      pemantapan      konsepsi

Rancangan  Peraturan  Bupati yaTig dikoordinasikan  dengan  Kantor Wila_yah
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Jawa  Tengah, jangka  waktu
paling lama  10 (sepu]uh)  han  kerja;  dan

c`.  menyampaikan  permohonan  t`asilitasi  Rancangan  Peraturan  Bupati ke  Biro
Hukum  Provinsi jangka waktu  paling lama  15 (lima belas)  hari kerja.

5.    Kepala  Bagian  Hukum  men`vampaikan  naskah  Rancangan  Peratul`an  Bupati
yang     telah     dilakukan     pembahasan     harmonisasi,     pembulatan,     dan



pemantapan   konsepsi,    serta   fasilitasi   kepada   Kepala   Perangkat   Daerah
pemprakarsa.

6.    Kepala   Perangkat   Daerah   mengajukan   penaiidatanganan   kepada   Bupali
Rancangan   Peraturan   Bupati,   }'ang   tclah   diberikan   paraf  koordinasj   olch
Kepala    Perangkat   Daerah    pemprakarsa,    kepala   Bagian    Hukum,    Asisten
Pemkesra dan  Sekretaris  Daer.ah.

7.    Setelah   Bupati   membubuhkan   tandatangan   penetapan,   Sekretaris   Daerah
mengundangkan  Rancangan  Peraturan  Bupati  tersebut  dalam  Berita  Daerah
Kabupatcn  Rembalig dengaii  pemberjan  n()mor dan  ttlnggd]  periguiidangaiiii..t 21
t)I(`h    Bagian  Hukum  Sekretar]at  Da('r€`h

Demikian   untuk   menjaclikaii   perhatian   dan   dilaksanakan   dengan   sebaik-
baiknya.



LAMPIRAN:
Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten  Rembang
NCJmor     ..    8CX)/  O#CL¢  /2f J23
Tangga£    3SC7~` c2013 `

l{epada Yth  :
1.      Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Rembang
2.      Sekretariat DPRD merupakan  sekretariat DPRD Kabupaten  Rembang
3.      Inspektorat Daerah Kabupaten  Rembang
4.      Dinas pendidikan,  Pemuda dan olahraga Kabupaten  Rembang
`5.       Dinas Kebudayaan dari  pariwisata  Kabupaten  Rembang
6.      Dinas Kesehatan Kabupaten Rf`mt)ang
7.      Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten

Rembang
8.      Dinas Kependudukan dan  pencatatan sipil kabupaten  Rembang
9.      Dinas pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten  Rembang
10.    Satuan  Poljsi Pamong Praja Kabupaten  Rembang
11.    Dinas   Ponanaman   Modal   dan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   Kabupaten

Rembang
12.    Dinas  Perdagangan   dan   Koperasi,   Usaha   Kec`il   dan   Menengah   Kabupaten

Rembang
13.    Dinas Komunikasi dan  lnformatika Kabupaten  Rembang
14.    Dinas Pekerjaan  umum dan  Penataan  Ruang Kabupaten Rembang
15.    Dinas Perumahan dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten  Rembang
16.    Dinas Perhubimgan Kabupaten  Rembang
17.    Diiias Lingkungan  Hidup Kabupaten  Rembang
18.    Dinas Pertanian dan  Pangan Kabupaten  Rembang
19.    Dinas Kelautan dan  Per`ikanan Kabupaten  Rembang
20.    Dinas  Kearsipan   dan   Perpustakaan Kabupaten  Rembang
21.    Djnas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang
22.    Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah Kabupaten Rembang
23.    Badan Kepegawaian  Daerall Kabupaten Rembang
24.    Badan   Pendapatan,   Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset   Daerah   Kabupaten

Rembang
25.    Badan  Kesatuan Bangsa dan  Politik Kabupaten Rembang
26.    Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  Rembang
27.    RSUD dr.  R  soetrasno Kabupaten  Rembang
28.    Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten  Rembang
29.    Bagian Kesejahteraan  Rakyat Selda Kabupalen Rembang
30.    Bagian  Hukum Setda Kabupaten  Rembang
31.    Bagian  Perel{onomian dan  Sumber Daya Alam Setda Kabupaten  Rembang
3?     Bagtan  Admini`strasi  pembangunan setda Kabupaten  Rembang
33.    Bagian  Pengadaan  Barang dan Jasa Setda Kabupaten  Rembang
34.    Bagian Umum Setda Kabupaten  Rembang
35.    Bagian  Organisasi Setcla  Kabupaten  Rembang
36.    Bagjan     Protokol    clan    Komunjkasi    Pimpinan    Daerah    Scldzi    Kabupaten

Rembang


